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PUTUSAN
Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tbh

‘o_o)Jlu_o._?).”d.Ulln VY W)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, NIK 1404044704790002, Tempat Tanggal Lahir Sapat,07 April 1979, Umur
42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat,
Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Prof. M. Yamin. SH,
Lr. Cherry Ujung No. 069, RT008, RW008, Kelurahan
Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT.

Melawan

T, NIK 1404041112770001, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Lajau, 11 Desember
1977, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTA/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat
Jalan Prof. M. Yamin. SH, Lr. Cherry Ujung No. 069,
RT008, RW008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,
sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13
Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan dengan register Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 14
Februari 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:
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1. Bahwa hari Kamis pada tanggal 18 November 2021, telah
dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
446/20/X1/2021, tertanggal 18 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah Pribadi di Jalan Prof. M. Yamin. SH, Lr. Cherry Ujung No. 069,
RT008, RWO008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai
hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor 75/ac/2021/PA.Tbh, tertanggal 19
Februari 2021, sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai hidup);
4, Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan badan (ba’'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami
isteri, namun belum dikarunia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2022, rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena;

a. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan

rumah tangga tidak mencukupi;

b. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka

berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;

C. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;

d. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan

rumah tangga sehingga sering terjad pertengkaran;

e. Tergugat suka membicarakan aib Tergugat dan rumah tangga

kepada orang lain;
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6. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan
memuncak pada bulan Juli tahun 2022, atau sudah selama 7 bulan, yang
menyebabkan antara lain:
a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Juli tahun 2022, atau sudah selama 7 bulan, Penggugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa tidak nyaman
untuk tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat sering marah-marah
kepada Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan
Hilir, Kecamatan Tembilahan dan Tergugat tinggal di Surau
Nurussa’adah di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan;
b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak
dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah
lahir maupun bathin sejak bulan Juli tahun 2022, atau sudah selama 7
bulan;
c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang
baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga
Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi
untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut
rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik
diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
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10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (T) Terhadap Penggugat
P);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.
SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Terugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur
mediasi dengan bantuan mediator bernama AHMAD KHATIB, S.H.l namun
mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan

menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
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2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1 s/d angka 4 adalah
benar;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 5 adalah benar

Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi
pertengkaran sejak bulan Februari 2022, tetapi mengenai alasannya
tidak sepenuhnya benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas mencari nafkah sehingga
kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi karena Tergugat bekerja
dan memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah 600.000 (enam
ratus ribu) setiap bulannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersifat tempramental dan
emosional, yang benar Tergugat memberi arahan dan nasehat
kepada Penggugat tetapi disalah artikan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka berbohong kepada Penggugat
tetapi memang Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat
mengenai masalah uang dan sampai saat ini Tergugat belum bisa
menepati janji tersebut karena memang benar-benar belum ada
bukan karena Tergugat tidak mau menepati janji Tergugat kepada
Penggugat;
- Bahwa memang benar sering terjadi salah paham dan perbedaan
sikap antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka membicarakan aib Penggugat
kepada orang lain, karena Tergugat kalau berbicara yang baik-baik
saja;
4, Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 6 adalah benar dan
alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat pada poin tersebut juga
benar;
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 7 adalah benar
Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dinasehati tetapi antara
keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah terjadi

mediasi;
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6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8, Tergugat tetap

ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat masih ingin rukun dan hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban dalam Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap pada
gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik
secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragiri Hilir, No. 446/20/X1/2021, tanggal 18 November 2021. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Saksi:
1.S1, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai Keturunan;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat statusnya
adalah janda dan Tergugat statusnya adalah duda;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak beberapa bulan yang lalu
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering
terjadi pertangkaran dan perselisihan;
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- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa
Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 7
bulan lebih sampai dengan sekarang;

2.S2, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah
tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa
memberi nafkah yang mencukupi Penggugat dan Tergugat suka
membuka aib Penggugat kepada orang lain (saksi mendengar cerita
dari warga sekitar);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 7
bulan lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat

supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan
kesimpulan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan
dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan majelis hakim, sedangkan Tergugat
menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan
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menyampaikan kesimpulan secara lisan pada saat itu juga bahwa Tergugat

tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan
untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang
menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai
dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati
Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang — undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat
tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga
tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses
mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa
perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan
mediasi dengan bantuan Mediator AHMAD KHATIB, S.H.l Hakim Pengadilan

Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh
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Mediator tanggal 20 Maret 2023, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh istri (in-casu Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di
wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuaan
Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan
perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan
Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaiakan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah
karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
cukup parah dengan penyebab Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang
tambahan sehingga Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada
Penggugat dan Tergugat suka membicarakan aib Penggugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat
tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di
persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat
mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan
Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dan Tergugat menyerahkan semuanya Penggugat, oleh karena itu Penggugat
wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama
S1 dan S2, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta
otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen)
dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur
formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal
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2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima
dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat
data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat
dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan
terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 18 November 2021 dan sampai saat ini belum pernah
putus karena percerain, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak
yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang
dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam
perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta
masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh
karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Paraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan
didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya
menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara
langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi
petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami
istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya
dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan
Penggugat, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal
tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab
Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang tambahan sehingga Tergugat tidak
mampu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka
membicarakan aib Penggugat kepada orang lain, bahkan Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan

menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi
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telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309
R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga
ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator.
Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu
berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap
mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup
kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga
mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan
Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya
rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan membuktikan
apapun di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut
menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam
rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah
tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai
ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah
tangga;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas
hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevoig) tanpa terlebih dahulu
mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (vreem de ooezaak) timbulnya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun
faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan
demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut
mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung
RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab jinawab antara
Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan pembuktian yang telah
dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan fakta yang
diketemukan di persidangan, sebagai berikut:
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- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
mempunyai anak;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang tambahan sehingga
Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan
Tergugat suka membicarakan aib Penggugat kepada orang lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
kecocokan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli
tahun 2022;

- Bahwa keluarga Penggugat telah manasehati Penggugat agar rukun

kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken
home) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat
dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan
Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke
Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut
menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan
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Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan

dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling

membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21.:
o) R 3Tl 53 KOG i o
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fighiyah

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:
Hladi s e jadiaidi £33

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih
manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah
berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga
akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah
berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan
kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan
Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci

oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka
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dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534
K/Pdt/1996 telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak
perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak
telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan
itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena
jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah
pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak
menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu
dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap
akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap tetap pecah sehingga
Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil
gugatannya pada posita oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil
permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan
Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan
perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai
dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan
angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga)
yaitu mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk
dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (T) terhadap Penggugat

P);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal
03 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah,
oleh kami ZULFIKAR, S.H.l, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD
AIDZBILLAH, S.Sy., dan AHMAD KHATIB, S.H.l, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota yang sama dan dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.l.
Hakim Anggota |, Hakim Anggota Il,
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MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy AHMAD KHATIB, S.H.I
Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 70.000,00

- Panggilan :Rp 255.000,00

- PNBP ‘Rp 20.000,00

- Redaksi ‘Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



